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BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH

NOMOR 2? TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, KETUA BIDANG

DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 06
Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Ketua,

Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan Anggota Badan

Permusyawaratan Desa;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4870);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

N/






sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
6 Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1359);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor
06 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun

2017 Nomor 06);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KETUA, WAKIL

KETUA, SEKRETARIS, KETUA BIDANG DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

3
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD
atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam
pelaksanaan  tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Tunjangan Kedudukan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan
kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan kedudukan

anggota dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa.
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Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota
Badan Permusyawaratan Desa dalam hal terdapat penambahan beban
kerja.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum

terhadap hak berupa tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagai

lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan dalam Peraturan Bupati ini untuk :

a.

(1)

(2)

(3)

(4)
(S)
(6)

mempertegas hak BPD untuk mendapatkan tunjangan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;
memotifasi BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa; dan
memotifasi BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
di Desa.
BAB III
KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 4
Kelembagaan BPD terdiri atas :
a. pimpinan; dan
b. bidang.
Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan
kemasyarakatan; dan
b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang.
Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota BPD.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1

A

(satu) orang tenaga staf administrasi BPD.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 5
Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang

diadakan secara khusus.

Rapat pemilihan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan
dibantu oleh anggota termuda.

Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan
janji/sumpah.

Rapat pemilihan Pimpinan BPD dan/atau Ketua Bidang berikutnya
karena Pimpinan dan/atau Ketua Bidang berhenti, dipimpin oleh Ketua
atau Pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan Pimpinan BPD.

Pasal 6
Pimpinan dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku
setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

BAB IV

TUNJANGAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS,
KETUA BIDANG DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 7
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris
Ketua Bidang dan Anggota BPD memiliki hak mendapatkan tunjangan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi
Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa.
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan
pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
tunjangan kinerja.

Pasal 8
Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber
dari Alokasi Dana Desa. 2[ 4
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(3) Rincian besaran tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang
dan Anggota BPD adalah sebagai berikut :

a. Ketua BPD : Rp.770.000/bulan;
b. Wakil Ketua : Rp.595.000/bulan;
c. Sekretaris : Rp.525.000/bulan;
d. Ketua Bidang : Rp.450.000/bulan; dan
e. Anggota BPD : Rp.385.000/bulan.

(4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat
diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

(5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari
Pendapatan Asli Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu

Tengah.
Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal '3 Asurtos 2018
/ BUPATI BENGKULU TENGAH,Q/
3 H. FERRY RAMLI #
- - Diuiaingian dissbang Binas 4
pada tanggal 12 Asuctus 2018 v
SEKRETARIS DAERAH
p KABUPATEN BENGKULU TENGAH, /
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\\ MUZAKIR HAMIDI
‘

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR...
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